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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Dengan  mengucapkan  syukur  alhamdulilah
kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat dan
hidayahnya , sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku
yang berjudul Pembangunan Ekonomi Perempuan di
Kabupaten Siak Provinsi Riau

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan
kepada junjungan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW
yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah

Sungguh banyak tantangan dan hambatan yang
dihadapi penulis dalam menyelesaikan Buku ini, namun itu
menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk dapat
menyelesaikan nya dengan baik, Penulis yakin bahwa
dimana ada usaha maka disitu pasti akan ada jalan keluar
yang akan dimudahkan oleh ALLAH SWT.

Salah  satu  strategi dalam  Peningkatan
Pembangunan Ekonomi Perempuan di Kabupaten Siak
salah satunya adalah Menyembangkan Usaha Rumah
Tangga Bagi Para Perempuan di Kabupaten Siak , Dalam
Buku ini menggambarkan Peran sejauh mana Peran
Perempuan sebagai Pelaku Ekonomi Usaha Kecil
Menengah dapat meningkatkan dan mendorong
Pendapatan Keluarga sehingga secara tidak langsung
meningkatkan nilai dari Pembangunan Manusia secara
Komprensif di Kabupaten Siak.

Besar harapan BUku ini dapat menjadi Referensi
oleh Stakeholder seperti Pemerintah Kabupaten Siak,
Pelaku Usaha dan Masyarakat.Pada Buku ini juga
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terkambar telah Optimalnya Peran Pemerintah Kabupaten
Siak melelui Dinas Terkait terutama Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana serta Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Mikro Kecil Menengah Kabupaten Siak

Dalam buku ini juga tergambar apa saja kendala
yang dihadapi oleh Pelaku usaha terutama para perempuan
serta solusi yang dilakukan dalam meningkat Ekonomi
Kabupaten Siak.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua
pihak dan bagi ilmu pengetahuan serta pengembangan
kedepannya Amin Ya Robbalalamin.

Februari 2019

Penulis
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Gambaran Pembangunan Manusia Nasional

Hasil Susenas 2010 menunjukkan bahwa secara
nasional jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 sebesar
237,5 juta jiwa, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak
dibandingkan perempuan. Persentase penduduk laki-laki
sebesar 50,17 persen, sedangkan perempuan sebesar 49,83
persen.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, di perkotaan lebih
banyak penduduk perempuan (50,02 persen) sedangkan di
perdesaan lebih banyak penduduk laki-laki (50,37 persen),
dari jumlah penduduk tersebut penduduk miskin 13,33 %,
2/3 nya ada di perdesaan.

Jumlah penduduk hampir miskin berjumlah sekitar 24
juta Walaupun jumlahnya seimbang, namun kualitas hidup
perempuan masih lebih rendah daripada kaum laki-laki.
Potensi kuantitatif dari SDM perempuan Dilihat menurut
jenis kelamin, komposisi penduduk produktif ternyata lebih
banyak penduduk perempuannya dibandingkan laki-laki,
yaitu 66,11 persen berbanding 65,36 persen.

Walaupun jumlahnya seimbang, namun kualitas hidup
perempuan masih lebih rendah daripada kaum laki-laki.
Potensi kuantitatif dari SDM perempuan Indonesia ini
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sayangnya belum diimbangi dengan potensi kualitatif
secara seimbang.

Dengan kata lain, walaupun saat ini cukup banyak
perempuan Indonesia yang menunjukkan bahwa dirinya
mampu bersaing sekaligus memberikan kontribusi yang
tidak  kalah  besarnya dalam  berbagai bidang
pembangunan, mulai dari ilmu pengetahuan, teknologi,
politik, ekonomi, sosial, dan bahkan pertahanan dan
keamanan, namun masih lebih banyak lagi perempuan
Indonesia yang belum mampu menunjukkan potensi dan
jati dirinya secara optimal, karena masih terkungkung oleh
keterbatasan/kemiskinan secara struktural, kultural, dan
alamiah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran
kualitas hidup menunjukkan perkembangan yang semakin
membaik dari waktu ke waktu. Pada tahun 2004, IPM
nasional mencapai 68,69 kemudian meningkat menjadi
73,19 pada tahun 2012. Hanya sayangnya, keberhasilan
pembangunan kualitas hidup yang diukur melalui IPM
masih belum cukup efektif memperkecil kesenjangan
antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian
kapabilitas dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan
ekonomi. Fenomena kesenjangan ini secara statistik dapat
ditunjukkan oleh pencapaian Indeks Pembangunan Gender
(IPG) yang nilainya lebih kecil dari pencapaian IPM, baik di
level nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota. Meski
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demikian, perkembangan pencapaian IPG dari tahun ke
tahun terus meningkat, akan

B. Pembangunan Gender Nasional

Melalui  publikasi ~ tersebut ~ UNDP  sekaligus
memperkenalkan  suatu  indeks  untuk  mengukur
pembangunan gender di suatu wilayah yaitu Gender
Development Index (Indeks Pembangunan Gender/IPG) dan
Gender Empowerment Measure/GEM (Indeks Pemberdayaan
Gender/IDG). IPG adalah suatu indeks yang mengukur
pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah
dengan mempertimbangkan kesetaraan antara capaian
laki-laki dan perempuan. Sedangkan IDG melihat
bagaimana partisipasi perempuan dalam pengambilan
keputusan. Selain itu, salah satu tujuan yang ingin dicapai
dalam Pembangunan Millennium (Millennium Development
Goals) atau MDG'’s pada tahun 2015 adalah mendorong
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Deklarasi yang telah disepakati oleh 189 negara anggota
PBB pada tahun 2000 tersebut menjadi bukti keprihatinan
negara-negara di  dunia  terhadap  permasalahan
ketidakadilan gender yang terutama kerap menimpa
perempuan.

Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender terjadi
akibat adanya perbedaan gender yang dikonstruksikan
secara social, sehingga timbul perbedaan maupun
pembatasan pada salah satu jenis kelamin. Adanya
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keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang
peradaban manusia dalam berbagai bentuk pada
keduabelah pihak menyebabkan pandangan vyang
mendiskreditkan salah satu kaum yang umumnya adalah
kaum.

Rendahnya  kualitas  hidup  perempuan  akan
mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia
secara keseluruhan, terutama di bidang-bidang strategis
seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi, yang pada
akhirnya akan berdampak negatif terhadap proses
pembangunan bangsa yang sedang kita lakukan.

Berdasarkan data dari Human Development Report
UNDP 2011 bahwa Human Development Indeks (HDI)
Indonesia pada tahun 2011 ini 0,617 dan berada pada
urutan 124 dari 187 negara. Turun dibandingkan tahun 2010
yang berada untuk berada diurutan 108 dari 169 negara.
Sedangkan untuk Gender Inequality Index(Gll) Indonesia
tahun 2011 yaitu o,505 menduduki peringkat 100. Pada
tahun 2008 Gll Indonesia 0.714 berada pada urutan ke 108
dari 139 negara. Hal ini menunjukkan kondisi kualitas hidup
masyarakat Indonesia masih yang rendah dan perempuan
yang secara ekonomi sebenarnya berpotensi, menjadi
beban pembangunan. Padahal perempuan yang berkualitas
hidup prima dapat menjadi aset pembangunan nasional
yang memberikan kontribusi positif ~ dan signifikan
terhadap proses pembangunan yang berkesetaraan dan
berkeadilan.
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BAB Il
KONSEP INDIKATOR PEMBANGUNAN GENDER

A. Konsep Ketimpangan Gender

Paradigma yang muncul dibenak masyarakat saat ini
menerjemahkan gender sebagai jenis kelamin. Secara
etimologis kata gender berasal dari bahasa Inggris yang
berarti jenis kelamin (Echols dan Shadily, ). Namun, seiring
dengan perkembangan konsep gender, maka gender
merujuk pada laki-laki dan perempuan, status keduanya
dan posisi relatif antar keduanya (Lopez-Carlos and
Zahidi, 2005). Gender merupakan sebuah variabel sosial
ekonomi yang muncul sebagai akibat dari hubungan
berbagai faktor seperti ras, umur, kelompok sosial dan
etnis.

Konsep gender bermula dari adanya pengakuan
berbagai ahli bahwa perbedaan kepribadian dan perilaku
antara laki-laki dan perempuan tidak bersifat universal,
tetapi ditentukan oleh kebudayaan, sejarah, dan struktur
sosial masyarakat tertentu. Gender merupakan perbedaan
simbolis atau sosial yang berpangkal pada perbedaan jenis
kelamin. Sehingga gender diartikan sebagai konstruksi
sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang
dibangun oleh kebudayaan (Oakley dalam Daulay, 2007).
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Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi
laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan
dan hak-haknya sebagai manusia, agar berperan dan
berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan
gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki untuk
menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang
sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan
potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.
Amartya Sen (1989) mengemukakan pembangunan
manusia adalah perluasan kebebasan yang nyata yang
dinikmati oleh manusia dan melekat pada berbagai aspek,
yaitu pemberdayaan, partisipasi dan kerjasama, keamanan,
keberlanjutan, dan kesetaraan. Meningkatkan kapabilitas
perempuan untuk memperluas pilihannya tidak hanya
berdampak bagi perempuan itu sendiri namun pada
pembangunan keseluruhan. Oleh sebab itu, kesetaraan
gender harus menjadi bagian integral dari pembangunan
manusia yang berkelanjutan (UNDP, 1995). Kesetaraan
peluang laki-laki dan perempuan dalam mencapai
kesejahteraan merupakan kunci dari pembangunan
manusia. Dengan demikian, konsep pembangunan manusia
sebagai gambaran kesejahteraan perlu dijabarkan lebih
rinci antara laki-laki dan perempuan.

B. Konsep Pencapaian Pembangunan
Pembangunan manusia merupakan proses perluasan
pilihan, yaitu kebebasan berpolitik, partisipasi dalam
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kehidupan bermasyarakat, pilihan untuk berpendidikan,
bertahan hidup dan sehat, menikmati standard hidup layak
(Hag, 1995). Berdasarkan paradigma yang dikemukakan
oleh Amartya Sen (1989), pembangunan manusia adalah
perluasan kebebasan yang nyata yang dinikmati oleh
manusia. Kebebasan bergantung pada faktor sosial
ekonomi seperti akses pada pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan dan politik. Pembangunan manusia
adalah mean and end, yang berarti cara dan tujuan akhir
(Sen, 1989).

Dari beberapa terminologi pembangunan manusia di
atas, dalam HDR pembangunan manusia diartikan sebagai
proses dimana masyarakat dapat memperluas berbagai
pilihan-pilihannya. Pendapatan merupakan salah satu
penentu pilihan, tetapi faktor yang lebih penting lainnya
adalah kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik yang baik
serta kebebasan dalam bertindak (UNDP, 1996).

Konsep ini berbeda dibanding kosep klasik
pembangunan yang memberikan perhatian utama pada
pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia
memfokuskan tujuan akhir dari pembangunan. Untuk
menghidari kekeliruan dalam memaknai konsep ini,
perbedaan antara cara pandang pembangunan manusia
terhadap pembangunan dengan pendekatan konvensional
yang menekankan pertumbuhan ekonomi, pembentukan
modal manusia, pembangunan sumber daya manusia,
kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar,
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perlu  diperjelas. Konsep pembangunan  manusia
mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional
pembangunan ekonomi.

Model ‘pertumbuhan ekonomi’ lebih menekankan pada
peningkatan pendapatan nasional daripada memperbaiki
kualitas hidup manusia. ‘Pembangunan sumber daya
manusia’ cenderung untuk memperlakukan manusia
sebagai input dari proses produksi — sebagai alat, bukan
sebagai tujuan akhir. Pendekatan ‘kesejahteraan’ melihat
manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari
perubahan dalam proses pembangunan.

Dalam Publikasi HDR yang pertama tahun 1990,
pembangunan manusia didekati dengan perluasan pilihan
untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu
pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap
sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara
layak (UNDP, 1996). Oleh sebab itu, ukuran pembangunan
manusia  mempertimbangkan  dimensi  kesehatan,
pendidikan dan ekonomi yang tidak hanya sematamata
merujuk pada konsep lama yang hanya memandang
pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran kesejahteraan.

Pembangunan manusia juga mencakup isu penting
lainnya, vyaitu gender. Kesetaraan gender dalam
pembangunan manusia adalah terpenuhinya hak dasar
yang setara bagi laki-laki maupun perempuan. Dengan hak
dasar ini, maka laki-laki dan perempuan memiliki hak yang
sama dalam meningkatkan kapabilitasnya dalam
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menciptakan pembangunan sosial ekonomi suatu negara,
selain mendapatkan manfaat dari partisipasinya dalam
masyarakat. Hak dasar yang dicakup diantaranya
terpenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan,
papan, dan lingkungan sosial yang layak. Namun, dalam
pengukuran pembangunan manusia, hanya tiga dimensi
yang diukur, yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup
layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat
luas karena terkait banyak faktor.

C. Konsep Pemberdayaan Gender

Dalam kamus bahasa Indonesia, pemberdayaan berasal
dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau
kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka
pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses
menuju  berdaya, atau proses untuk memperoleh
daya/kekuatan/  kemampuan.  Pengertian  “proses”
menunjukan pada serangkaian tindakan atau langkah-
langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang
mencerminkan pertahapan upaya mengubah kaum yang
kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Oleh
sebab itu, pemberdayaan gender lebih mengacu pada
konsep adanya proses “opportunity” bukan pada hasil akhir
atau outcome. Hal ini sesuai dengan konsep UNDP (1995)
yang memfokusken ~makna pemberdayaan pada
“opportunity” bukan pada kapabilitas, yang menjadi ukuran
well-being.
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Konsep pemberdayaan juga bermakna suatu proses
pembangunan kapasitas yang mengarah pada partisipasi,
pengambilan keputusan, kontrol, dan tindakan perubahan
ke arah yang lebih luas (Karl, 1995).

Dengan demikian, kesetaraan pemberdayaan gender
ditujukan untuk tercapainya kesamaan akses laki-laki dan
perempuan dalam pengambilan keputusan, pelibatan
dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam lingkup publik
maupun domestik.

D. Ukuran Ketimpangan Gender Dengan Indeks

Komposit

1. Gender Development Index (GDI)

GDI  mengukur pencapaian pembangunan manusia
tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian
kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Melalui angka GDI,
kesenjangan atau gap kemampuan dasar antara laki-laki
dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio
antara GDI dengan HDI. Semakin tinggi rasionya maka
semakin rendah gap kemampuan dasar antara laki-laki dan
perempuan, sebaliknya semakin rendah rasio maka
semakin tinggi gap kemampuan dasar antara laki-laki dan
perempuan. Apabila nilai GDI sama dengan HDI, maka
dapat dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender.
Sebaliknya, GDI lebih rendah dari HDI meNunjukkan
kesenjangan gender yang tinggi. Dengan demikian,
interpretasi GDI tidak terpisahkan dari analisis HDI.
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GDI disusun dari komponen kesehatan, pendidikan,
dan hidup layak sama halnya dengan HDI. Angka harapan
hidup mewakili dimensi kesehatan, angka melek huruf dan
rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan,
serta sumbangan pendapatan mewakili dimensi ekonomi
yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain,
dinamika GDI dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh
perubahan dari tiga komponen tersebut. Pengukuran GDI
dengan penggunaan indikator dan teknis pengukurannya
yang kurang tepat menuai reaksi dari berbagai pakar.
Klasen (2006)

Menyebutkan bahwa GDI adalah ukuran yang kurang
tepat sebagai sebuah ukuran ketimpangan gender. Salah
satu penyebabnya adalah penggunaan indikator
pendapatan yang memiliki gap cukup besar antara laki-laki
dan perempuan. Sehingga ukuran tersebut kurang valid. Di
sisi lain, formula pengukuran GDI yang tidak dapat
terpisahkan dari HDI menjadi salah satu penyebab
munculnya new GDI (nGDI) yang akan dibahas pada ulasan
berikutnya.

Kelemahan lain adalah penggunaan indikator
kesehatan dalam GDI yang sejauh ini masih menggunakan
angka harapan hidup (AHH). Kelemahan pengukuran
ketimpangan gender dengan menggunakan AHH dinilai
memiliki bias yang disebabkan faktor genetik atau alamiah.
Sehingga untuk menggambarkan gender gap kurang tepat
(Jager & Rohwer, 2009). Indikator ini juga tidak
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menggambarkan  konstruksi  sosial yang  dapat
membedakan capaian pembangunan gender (Klasen,
2004).

2. Gender Empowerment Measure (GEM)

GEM memperlihatkan sejauh mana peran aktif
perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran
aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik
mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan
pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya
ekonomi yang disebut sebagai dimensi GEM.

GEM diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu
keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan
sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan
teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian,
arah dan perubahan GEM sangat dipengaruhi oleh ketiga
komponen tersebut.

Dalam penghitungan GEM, terlebih dahulu dihitung
EDEP (Equally Distributed Equivalent Persentage) yaitu
indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan
persentase yang ekuivalen dengan distribusi penduduk
yang merata. Penghitungan sumbangan pendapatan untuk
GEM sama dengan penghitungan untuk GDI. Selanjutnya,
masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP dibagi
5o. Nilai so dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-
masing kelompok gender untuk semua komponen GEM.

Dari  berbagai ukuran tersebut, berbagai ahli
mengemukakan bahwa GEM mengandung banyak
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kelemahan. Penggunaan indikator parlemen dan tenaga
manajerial/profesional dianggap hanya relevan bagi negara
maju (bias kelompok elit, dan bias daerah perkotaan)
(Klasen, 2006).

Penggunaan proporsi pekerja profesional, dan manajer
juga bukan menggambarkan power dalam pengambilan
keputusan, namun lebih merefleksikan power dalam
ekonomi (Gaye, dkk, 2010). Selain itu, penggunaan
indikator pendapatan juga sama lemahnya dengan
pendapatan dalam penghitungan GDI (Djikstra, 2002
dalam Jager & Rohwer, 2009)

Kelemahan lain adalah penggunaan indikator
pengambilan keputusan yang hanya dilihat dari aspek
ekonomi semata. Padahal ketimpangan gender lebih
banyak terjadi pada aspek non-ekonomi seperti
pengambilan keputusan dalam rumah tangga, seksualitas,
pemilihan kontrasepsi, dan aspek lain yang sesungguhnya
memiliki konsep partisipasi yang berdampak pada
ketimpangan power antara laki-laki dan perempuan
(Beteta, 2006).

Beberapa studi mendalam berskala kecil, antara lain
oleh A. Mustika dkk (2013) dan M.A.P. Palit (2009),
Menunjukkan bahwa perempuan mempunyai peran yang
dominan dalam banyak keputusan rumah tangga, seperti
memutuskan menu makanan, pembelian alatalat rumah
tangga, pemeliharaan kesehatan anggota rumah tangga,
dan mengatur pembayaran sekolah. Bahkan dalam usaha
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rumah tangga, perempuan  juga berperan sebagai
pengambil keputusan yang penting.
3. New Gender Development Index (nGDI)

Penghitungan GDI berhenti dilakukan oleh UNDP
mulai tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2014, UNDP
kembali  melakukan  penghitungan ~ GDI  dengan
menggunakan metode baru. Perubahan metode ini
merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi
pada HDI.

Selain sebagai penyempurnaan dari metode
sebelumnya. nGDI merupakan pengukuran langsung
terhadap ketimpangan antara laki-laki dan perempuan
dalam pencapaian pembangunan manusianya. Pada
metode baru ini digunakan rasio HDI perempuan dengan
HDI laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian
pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki.

4. Gender Inequality Index (GllI)

Berawal dari reaksi mengenai pengukuran GDI yang
dianggap bukanlah indeks untuk mengukur
ketidaksetaraan dan pengukuran GEM yang menuai banyak
kritik para pakar, UNDP memperkenalkan Gll tahun 2010.

Indeks ini menyempurnakan GDI dan GEM.
Perhitungan GIl tidak lagi menggunakan indikator
pendapatan sebagai salah satu komponennya, karena
adaya berbagai kritik terhadap gap pendapatan yang cukup
tinggi antara laki-laki dan perempuan dan ketersediaan
data yang tidak terpenuhi sampai tingkatwilayah tertentu.
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Selain itu, GIlI juga menggunakan formula/ teknis
pengukuran yang lebih baik, dimana nilai yang tinggi dalam
satu dimensi tidak akan terlalu mendominasi hasil akhir.

GIl memperlihatkan besarnya kegagalan/kerugian
(loss) yang terjadi dalam aspek-aspek pembangunan yang
diukur akibat adanya ketidaksetaraan gender. GII memiliki
hasil antara o-1. Angka o mencerminkan adanya kesetaran
gender yang sempurna yang menyebabkan pencapaian
pembangunan ada pada tingkat optimalnya, dan angka 1
mencerminkan kesenjangan gender yang sempurna yang
menyebabkan  kerugian total dalam  pencapaian
pembangunan akibat adanya ketidaksetaraan gender
tersebut.

Meskipun UNDP merilis Gll sejak tahun 2010, namun
UNDP mengakui bahwa GIl merupakan salah satu indeks
percobaan dalam mengukur pembangunan manusia
disamping dua ukuran lainnya, yaitu Inequalityadjusted
Human Development Index (IHDI) dan kemiskinan
multidimensi (Multidimentional Poverty Index).
Kedepannya, Gll akan terus disempurkan dengan melihat
ketersediaan data diberbagai negara dan perkembangan
konsep terkini.

5. Global Gender Gap Index (GGGI)

Pada tahun 2006 the World Economic Forum
memperkenalkan the Global Gender Gap Index (GGlI).
Indeks ini memfokuskan pada outcome. Dimensi yang
digunakan mencakup: partisipasi dan kesempatan dalam
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ekonomi, pendidikan, kesehatan dan harapan hidup, dan
politik.

Kelemahan pengukuran GGGI menurut Klasen &
Schuler (2009) adalah penggunaan aggregasi yang sangat
sederhana dari empat dimensi yang ada. Selain ity
penimbang yang digunakan cukup kompleks namun tidak
mempertimbangkan perbandingan hasil antarwaktu.
Sedangkan  kelemahan secara konseptual, GGGl
mencampuradukan  konsep  kesejahteraan  dengan
pemberdayaan dalam sebuah ukuran.

Kelemahan lain terletak pada penggunaan indikator
pendapatan yang memiliki banyak keterbatasan baik dari
segi kelengkapan data maupun konsepnya. Selain itu,
indikator yang digunakan mencampuradukan indikator
spesifik perempuan dengan indikator yang terpilah gender
(lakilaki dan perempuan) (Gaye, dkk, 2010).

6. Social Institutions and Gender Index (SIGlI)

SIGI disusun oleh OECD sejak tahun 2009. Namun
dipublikasikan tidak setiap tahun. Pendekatan yang
digunakan dalam mengukur ketimpangan gender adalah
kelembagaan, norma sosial dan diskriminasi. Kelebihan
dari SIGI adalah memasukkan institusi sosial (norma,
budaya dan nilai) yang mempengaruhi ketidaksetaraan
gender. Hal ini tidak memfokuskan hasil outcome tetapi
faktor institusional yang mempengaruhi outcome tersebut
(Klasen & Schuler, 2009). Namun demikian, ukuran yang
digunakan tidak bersifat global dan terlalu mengacu pada
isu yang sangat spesifik. Misalnya saja penggunaan
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indikator sunat perempuan yang mungkin tidak bisa
diterapkan untuk semua wilayah. Selain itu, indikator ini
masih menjadi hal yang diperdebatkan (UNDP, 2015).
Selain itu, kelemahan SIGl adalah kesulitan dalam
interpretasi hasilnya karena indikator komponennya yang
menggabungkan gender gap sekaligus indikator yang
hanya berlaku bagi perempuan saja (Gaye, akk, 2010).
7. Gender Equity Index (GEI)

Organisasi  internasional lain  yang mengukur
kesetaraan gender melalui indeks komposit adalah Social
Watch pada tahun 2005. Social Watch mengembangkan
GEIl sebagai ukuran kesetaraan dengan menggunakan tiga
dimensi:  pendidikan,  partisipasi ekonomi  dan
pemberdayaan. Pendekatan yang digunakan adalah
konsep disparitas gender untuk setiap ukuran. Masing-
masing komponen menggunakan indikator rasio, sehingga
memiliki nilai o-100. Publikasi GEI tidak disusun setiap
tahun. Adapun indikator yang tercakup dalam pengukuran
adalah sebagai berikut:

Menurut Klasen & Schuler (2009), kelemahan GEI
terletak pada metodologi yang terlalu sederhana dalam
mengagregasi indikator dimensi. Selain itu, kerangka
konseptualnya menyatukan konsep kesejahteraan dengan
pemberdayaan secara bersamaan dalam pengukuran.
Namun dibalik kesederhanaan tersebut justru melahirkan
keunggulan tersendiri. Indeks yang dihasilkan sangat
mudah untuk dimengerti karena hanya menggambarkan
ranking tanpa melihat level/nilai (Gay,e dkk, 2010).
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BAB I
GAMBARAN UMUM GENDER DI INDONESIA

A. Perbandingan Capaian Gender di ASEAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian
pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar
kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM
dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar.

Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat;
pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi
tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait
banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan,
digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya,
untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan
gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama
sekolah.

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak
digunakan indikator GNI per kapita perbadingan IPM
antarnegara ASEAN selama tahun 1990-2012. Menurut
UNDP, Singapura dan Brunei Darussalam merupakan
Negara dengan capaian IPM sangat tinggi.

Sedangkan Malaysia menjadi negara dengan nilai IPM
yang tinggi selama tahun 1990-2012. Nilai IPM ketiga
negara tersebut masing-masing adala 0,895; 0,855; dan
0,769 untuk tahun 2012. Sedangkan nilai IPM terendah
diperoleh Myanmar diantara negara lain di wilayah ASEAN
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yaitu 0,498 pada tahun 2012. Peringkat terendah
berikutnya adalah Laos dan Kamboja dengan nilai IPM di
tahun 2012 berturut- turut adalah 0,543 dan o,543. Untuk
negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi ke-6, dengan
nilai capaian sebesar o, 629. Posisi yang sama seperti pada
dua dekade sebelumnya.

Untuk melihat keterbandingan capaian pembangunan
manusia antarnegara, dapat dilakukan dengan melihat
keterbandingan capaian antar indeks komponen IPM.
Indikator dimensi kesehatan atau indeks dimensi
kesehatan Indonesia berada pada urutan ke enam dengan
nilai capaian sebesar 0,782.

Negara-negara yang dimensi kesehatannya berada
dibawahindonesia adalah Filipina, Laos, Myanmar, dan
Kamboja. Nilai tertinggi untuk dimensi kesehatan dicapai
oleh Negara Singapura dengan nilai sebesar 0,963;
sementara nilai terendah dicapai oleh Negara Myanmar
sebesar 0,718. Komponen kedua adalah dimensi pendidikan
yang diukur berdasarkan  harapan lamanya sekolah
(Expected years of Schooling) dan rata-rata lamanya
sekolah (Mean years of Schooling). Kedua indeks tersebut
digabung menjadi  indeks pendidikan. Negara yang
mempunyai nilai dimensi pendidikan tinggi  adalah
Singapura, Brunai Darussalam, dan Malaysia.

Indonesia berada pada posisi ke enam dengan nilai
0,575. Negara-negara yang dimensi pendidikan di bawah
Indonesia adalah Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar.
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Komponen ketiga yang nilainya terbesar untuk negara-
negara dengan IPM tinggi di ASEAN adalah pendapatan.
Komponen pendapatan ini diukur dari Produk Nasional
Bruto (PNB) per kapita riil yang disesuaikan Purchasing
Power Parity (PPP).

Negara Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan
Thailand mempunyai nilai per kapita riil di atas Indonesia,
sementara negara-negara Filipina, Vietnam, Laos,
Kamboja, dan Myanmar mempunyai pendapatan perkapita
riil di bawah Indonesia. Dari ketiga dimensi, Indonesia
menduduki peringkat yang sama kecuali pada dimensi
pendapatan. Sementara Singapura, Brunei Darussalam,
dan Malaysia selalu menduduki peringkat tiga besar
diantara negara ASEAN pada ketiga dimensi tersebut. Nilai
tiga dimensi yang tinggi membentuk nilai yang juga tinggi
pada IPM Negaranya

B. Permasalahan Gender

Salah satu faktor penentu daya saing suatu negara
adalah kualitas sumber daya manusia, baik dalam hal
kemampuan, skill, maupun produktivitasnya. Jika melihat
komposisi jumlah penduduk, sumber daya manusia laki-laki
dan perempuan hampir setara. Artinya, pembangunan
yang dicapai, separuhnya ditentukan oleh perempuan.

Untuk meningkatkan daya saing negara dan
pembangunan, sebuah negara perlu meningkatkan
kesetaraan gender, yaitu meningkatkan hak, tanggung
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jawab kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan
dan laki-laki. Sayangnya, potret kesetaraan ini masih
tercoreng oleh berbagai diskriminasi yang masih terus
dialami oleh perempuan.

Gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan
perempuan dalam  arti biologis. Pemaknaan gender
mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam
peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan
secara sosial.

Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai
dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi ketidakadilan
yang terjadi akan mengakibatkan korban baik bagi kaum
laki-laki maupun kaum perempuan. Oleh karena itu,
kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya
didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh
kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut
berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

Perbedaan gender pun terlihat dari kecenderungan
peran masing-masing, yaitu berperan dalam publik atau
domestik. Peran publik diartikan dengan aktivitas yang
dilakukan di luar rumah danbertujuan mendapatkan
penghasilan.

Sedangkan peran domestik adalah aktivitas yang
dilakukan ~ di  dalam  rumah  berkaitan  dengan
kerumahtanggaan dan tidak dimaksudkan untuk mendapat
penghasilan. Kedua peran ini dapat menjelaskan perbedaan
peran gender dalam masyarakat. Secara umum,
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perempuan lebih berperan secara domestik dibandingkan
publik. Hal ini terkait dengan kodrat perempuan untuk
mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki bertanggung
jawab mencari nafkah untuk keluarga. Namun demikian,
tidak sedikit perempuan yang berperan ganda sebagai
pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Hal ini
terjadi karena kasus perceraian (cerai hidup/mati) maupun
sebab lain seperti suami yang tidak bekerja. Data Susenas
2010 menunjukkan bahwa 13,9 persen rumah tangga di
Indonesia dikepalai oleh perempuan.

Perempuan hanya identik dengan kegiatan domestik
atau rumah tangga. Sedangkan laki-laki dianggap sebagai
pelaku sentral dalam keluarga. Kaum perempuan juga
mengalami marjinalisasi atau proses peminggiran. Dalam
dunia kerja, perempuan mendapatkan upah yang jauh di
bawah upah rata-rata laki-laki dan memiliki peluang lebih
rendah dalam memasuki pasar tenaga kerja (BPS &
KPPPA, 2016a).

Dalam pengambilan keputusan, perempuan pun masih
termarginalisasi. Sebagai contoh, berdasarkan hasil pemilu
2014-2019 persentase anggota parlemen perempuan hanya
mencapai 17,32 persen (BPS, 2017). Dalam pengambilan
kebijakan di sektor kepemerintahan, perempuan yang
menduduki jabatan struktural.
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1. Kesempatan Memperoleh Pendidikan

Pendidikan merupakan satu aspek yang dapat
digunakan untuk melihat kesetaraan gender di Indonesia.
Kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan
untuk  memperoleh  pendidikan belum  terpenuhi
sepenuhnya. Dari data Susenas 2012 terlihat bahwa
semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin senjang pula
capaian laki-laki dan perempuan. Persentase penduduk
perempuan yang tidak memiliki ijazah lebih besar
persentasenya dibandingkan penduduk laki-laki baik di
daerah perkotaan maupun perdesaan.

Sebaliknya, proporsi perempuan yang meraih
pendidikan, lebih rendah disebanding laki-laki. Hal ini
terutama terjadi di daerah perdesaan. Kesenjangan yang
sama terjadi pula pada jenjang pedidikan terakhir
perguruan tinggi, dimana proporsi laki-laki yang memiliki
ijazah (10,13 persen) lebih besar dibandingkan proporsi
perempuan (9,45 persen). Adanya kesenjangan ini
disebabkan  oleh  beberapa hal. Budaya yang
memprioritaskan laki-laki untuk memperoleh pendidikan
lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Masih  terdapat dalam kehidupan masyarakat
Indonesia. Selain itu, kewajiban laki-laki untuk menghidupi
keluarga dengan mencari nafkah mengharuskan laki-laki
mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.

Kesetaraan gender dapat terlihat dari rasio Angka
Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di
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tiga jenjang pendidikan. Rasio APM masing-masing jenjang
mendekati 100 yang berarti kesempatan pendidikan
perempuan dan laki-laki hampir sama, bahkan rasio APM
SMP melebihi angka 100 dari tahun 2008 hingga 2012
triwulan satu.
2. Kesempatan dalam Berusaha

Laki-laki berkewajiban mencari nafkah dan bekerja
menjadi budaya yang terus ada dalam kehidupan
masyarakat. Meskipun perempuan yang memenuhi
kebutuhan ekonomi dengan bekerja semakin meningkat,
namun proporsinya masih lebih kecil dibandingkan laki-laki.
Hal ini terutama dikarenakan pembagian peran laki-laki
untuk bekerja dan perempuan mengurus rumah tangga.
Pada gambar 2.7 terlihat bahwa rasio TPAK perempuan
masih dibawah 1 dan masih lebih rendah dibandingkan
TPAK lakilaki. Hal ini berarti bahwa persentase perempuan
yang bekerja masih lebih sedikit dibandingkan laki-laki.
Rasio TPAK ini menunjukkan adanya kesenjangan antara
laki-laki dan perempuan dalam aspek ketenagakerjaan.
Pada tahun 2012, proporsi perempuan yang bekerja
sebesar 47,91 persen sedangkan proporsi laki-laki mencapai
79,57 persen. Kondisi ini sesuai dengan mindset yang ada
dalam masyarakat bahwa perempuan berperan mengurus
rumah tangga.

Dari data Sakernas 2012 diperoleh bahwa selain
bekerja, kegiatan lain yang dilakukan perempuan seminggu
yang lalu adalah mengurus rumah tangga dengan proporsi
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36,97 persen. Sedangkan laki-laki yang mengurus rumah
tangga hanya 1,63 persen. Pembagian peran perempuan
dan laki-laki inilah yang menjadi sebab kesenjangan yang
terjadi.

Dari total penduduk yang bekerja terdapat 31,28
persen pekerja perempuan yang tidak dibayar, termasuk
didalamnya pekerja keluarga yang menjadikan pekerja
tidak mendapat imbalan jasa. Sementara hanya 7,01 persen
laki-laki yang merupakan pekerja tak dibayar. Secara
umum, proporsi pekerja laki-laki yang bekerja dengan
mendapat upah masih lebih tinggi dibandingkan pekerja
perempuan. Selain itu, lapangan kerja yang ada umumnya
lebih memprioritaskan laki-laki dibandingkan perempuan
pekerja laki-laki yang berstatus buruh/karyawan (38,18
persen) lebih tinggi dibandingkan proporsi perempuan
(33,35 persen). Selain dari status bekerja, kesenjangan
antara laki-laki dan perempuan juga terlihat dari upah yang
diterima pekerja. Upah pekerja laki-laki lebih besar
dibandingkan upah pekerja perempuan dari tahun ke tahun
meskipun jumlah upah yang diterima masing-masing terus
meningkat. Dilihat dari rasio upah perempuan terhadap
laki-laki semakin mengalami peningkatan mengarah pada
kesetaraan gender. Peningkatan yang terjadi bisa
dikarenakan pengakuan akan kualitas pekerja perempuan.
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C. Permasalahan Ekonomi Perempuan

Permasalahan perempuan di bidang ekonomi tidak
terlepas dari kemiskinan. Perempuan dalam kegiatan usaha
secara umum terbagi dalam empat kelompok, vyaitu
perempuan tidak mampu berusaha karena beban
kemiskinan; perempuan yang belum/tidak berusaha;
perempuan pengusaha mikro; dan perempuan pengusaha
kecil dan menengah.

Perempuan tidak mampu berusaha karena beban
kemiskinan khususnya dalam pemenuhan pendidikan dan
kesehatan, harus berusaha dengan segala cara dan
berorientasi pada kebutuhan saat ini. Perempuan dalam
keluarga miskin ini sulit untuk berpikir jernih dan terbuka
dalam menata kehidupan masa depan. Sedangkan untuk
perempuan yang belum/ tidak berusaha, dihadapi
permasalahan sikap, budaya, pengetahuan dan penerapan.
Perempuan tidak berusaha karena motivasi yang kurang
walaupun sumberdaya yang dimilikinya sebenarnya cukup
atau mampu. Di lain pihak, ada perempuan ingin tapi tidak
memiliki pengetahuan atau ketrampilan untuk usaha.

Tiga pendekatan kemiskinan vyaitu pendekatan
kultural, struktural, dan alamiah, baik secara parsial
maupun bersamaan dapat dipakai untuk menjelaskan
penyebab kemiskinan di kalangan kaum perempuan, baik
secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Pertama, secara kultural sebagian masyakat kita masih
dipengaruhi secara kuat oleh budaya tradisional yang
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berideologi patriarki. Yaitu fenomena ketimpangan
struktural berupa keterbatasan kaum perempuan untuk
memperoleh pendidikan, memperoleh akses ekonomi
(misalnya bekerja untuk memperoleh penghasilan dan
bukan sebatas menjalankan peran sebagai ibu rumah
tangga), berorganisasi, dan lain sebagainya masih tetap
berlaku.

Kedua, kemiskinan struktural berekses pada timbulnya
kemiskinan kultural dalam wujud rendahnya pendidikan
dan keterampilan sebagian besar perempuan (terutama di
perdesaan). Sementara itu, kemiskinan alamiah
menjelaskan adanya sebagian kaum perempuan yang
bersikap pasrah terhadap posisi dirinya dalam kehidupan
rumah tangga dan masyarakat, karena secara sadar
menyadari demikianlah kodratnya sebagai seorang
perempuan. Fenomena penerimaan ini tidak hanya
dijumpai di kawasan perdesaan, tetapi juga di perkotaan
termasuk di kalangan perempuan terpelajar.

Pada kelompok perempuan pengusaha berskala mikro,
permasalahan utama yang dihadapi yaitu ketidaktersediaan
uang tunai untuk segera memutarkan usahanya karena
kebutuhan rumahtangga masih termasuk bagian dari
kegiatan.

Kelompok ini sering menjadi korban para pemberi jasa
modal dengan bunga harian yang besar. Sementara itu,
terdapat kelompok perempuan yang telah berusaha dan
masuk kategori usaha kecil dan menengah.
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Permasalahan yang sering dihadapi perempuan
pengusaha kecil terutama pemasaran, peningkatan kualitas
produk, manajemen usaha dan akses perbankan.
Sedangkan bagi perempuan usaha menengah biasanya
lebih  memperhatikan kepada masalah pemasaran dan
peningkatan kualitas produk.
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BAB IV
PERBANDINGAN INDEKS PEMBERDAYAAN
MANUSIA, PEMBANGUNAN GENDER DAN
PERMBERDAYAAN GENDER

A. Konsep IPM dan IPG

Rendahnya kualitas sumber daya manusia perempuan
dipandang sebagai penyebab kurang terbukanya akses
perempuan dalam hal perbaikan sumber daya. Sehingga,
kaum perempuan tidak dapat bersaing dengan kaum laki-
laki di dalam pembangunan.

Hal ini tentu saja menghambat kemajuan perempuan
yang juga menghambat terwujudnya masyarakat adil dan
sejahtera secara umum. Mengapa? Karena kemajuan
perempuan dan kesetaraan gender tidak dapat dilihat
hanya sebagai isu perempuan saja.

Namun sebagai prasyarat untuk mencapai keamanan
politik, sosial, ekonomi, budaya dan semua aspek dalam
kehidupan masyarakat secara umum. Kini, peran dan posisi
antara perempuan dan laki-laki mulai disetarakan dalam
berbagai hal. Karena makna pembangunan itu sendiri
adalah perluasan pilihan termasuk bagi kaum perempuan.

Perluasan pilihan mencakup dalam bidang sosial-
ekonomi bagi individu perempuan itu sendiri maupun bagi
masyarakat umumnya. Indikator pembangunan gender
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merupakan sebuah alat evaluasi dalam pencapaian
pembangunan berbasis gender.

Dua di antara banyak indikator pembangunan yang
sering digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan
adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks
Pembangunan Gender (IPG).

IPM secara khusus mengukur capaian pembangunan
manusia yang diukur dari tiga dimensi atau komponen:
pembangunan ekonomi (diukur dengan pendapatan per
kapita dan didekati dengan pengeluaran per kapita),
pembangunan kesehatan (diukur dengan angka harapan
hidup) dan pembangunan pendidikan (diukur dengan rata-
rata lama sekolah dan harapan lama sekolah).

IPM yang lebih tinggi menunjukkan capaian
pembangunan yang lebih baik. IPM menurut jenis kelamin
sangat penting dihitung untuk melihat pencapaian
pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.
Rasio antara IPM perempuan dan IPM laki-laki inilah yang
menjadi fokus dalam IPG. Sehingga [IPG menunjukkan
capaian pembangunan manusia yang telah memasukkan
aspek disparitas gender.

Secara nasional, disparitas gender masih terjadi di
dalam proses pembangunan manusia di Indonesia. Namun,
tren pembangunan gender terlihat semakin membaik.

Nilai IPG Indonesia terus meningkat seiring dengan
peningkatan IPM. Artinya peningkatan pembangunan
manusia secara umum dapat dibarengi dengan kondisi
kesetaraan pembangunan gender secara utuh.
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BAB VI
PEMBANGUNAN GENDER DI KABUPATEN SIAK

A. Penduduk di Kabupaten Siak

Penduduk Kabupaten Siak berdasarkan proyeksi
penduduk tahun 2017 sebanyak 465.414 jiwa yang terdiri
atas 238.837 jiwa penduduk laki-laki dan 226.577 jiwa
penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi
jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Siak
mengalami pertumbuhan sebesar 2,73. Sementara itu
besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk
laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Siak tahun 2017
mencapai 54 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk
per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di empat
belas kecamatan cukup beragam dengan kepadatan
penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tualang dengan
kepadatan sebesar 373 jiwalkm2 dan terendah di
Kecamatan Sungai Mandau sebesar 5 jiwa/Km2.

Tingkat Partistipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk
usia 15 tahun keatas di Kabupaten Siak yaitu 66,56 persen,
yang dapat diartikan artinya dari 100 penduduk usia 15
tahun keatas, sebanyak 66 s.d. 67 orang tersedia untuk
memproduksi pada periode tertentu.
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Sedangkan dari data yang diperoleh, banyaknya
pencari kerja yang terdaftar di Dinas Transmigrasi dan

Tenaga Kerja Kabupaten Siak pada tahun 2017 didominasi

oleh yang kelompok umur 2029 tahun sebanyak 1.377 orang

atau 70,8 Persen
Tabel 5.1 : Kondisi Penduduk di Kab Siak

Tahun Jumlah Penduduk Jumlah | Rata-Rata
Rumah | Anggota
Tangga Rumah
Tangga
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah
2012 207.710 196.383 404.093 | 117.703 3
2013 213.938 202.360 416.298 | 121.392 3
2014 220.122 208.377 428.499 | 123.385 3
2015 226.311 214.530. 440.841 | 125.307 4
2016 235.553 220.499 435.052 | 127.139 4
2017 238.837 226.577 465.414 | 128.938 4

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab Siak 2018

B. Angkatan Kerja di Siak
Tabel 5.2 Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kab

Siak
No | Jenis Kegiatan Utama | Laki-Laki Perempuan Jumlah
A. | Angkatan Kerja 140.130 68.295 208.425
1. | Bekerja 138.878 61.871 196.749
2. | Tidak Bekerja 5.252 6.424 11.676
B. | Bukan Angkatan Kerja 21.971 82.730 104.701
Total 162.101 151.025 313.126
TPAK 86.45 45.22 66.56
Tk Pengangguran 3.75 45.41 5.60

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab Siak 2018
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Berdasarkan data Angkatan Kerja di Kabupaten Siak
bahwa jumlah Perempuan yang bekerja sebesar 61.871 Jiwa
dan yang tidak bekerja sebesar 6.424 Jiwa, Tidak bekerja
bisa diartikan menjadi lIbu Rumah Tangga (IRT) atau
menjadi Wirausaha.

Angka 6.424 Jiwa bisa dimanfaatkan oleh Pemangku
Kebijakan seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana untuk mengakamodir para perempuan
untuk meningkatkan nilai dengan memberdayakan pada
sector-sektor produktif untuk meningkatkan pendapatan
keluarga dalam membantu kepala keluarga/suami untuk
meningkatkan kesejahteraan.

C. Lapangan Usaha di Kab Siak
Tabel 5.3 Lapangan Usaha Berdasarkan Jenis Kelamin di

Kab Siak
Lapangan Usaha Laki-Laki Perempuan Jumlah
Pertanian 63.391 17.540 80.931
Industri 35.249 5.497 40.746
Jasa-Jasa 36.238 38.834 75.072
Jumlah 134.238 14.697 196.749

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab Siak 2018

Sektor UMKM yang didominasi oleh perempuan
mempunyai peranan penting dalam peningkatan Produk
Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja dan
ekspor Indonesia. Permasalahan utama UMKM yang
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dikelola perempuan adalah keterbatasan modal usaha
karena sulit mengakses kredit bank.

Selain itu karena tingkat pendidikan dan keterampilan
perempuan sangat rendah, sehingga UMKM yang dikelola
perempuan banyak yang terpuruk. Oleh karena itu
pemerintah perlu memberikan pembinaan kepada UMKM
yang dikelola perempuan dengan bantuan kredit lunak dan
membekali dengan pelatihan kewirausahaan maupun
manajemen sehingga UMKM yang dikelola perempuan bisa
berkembang dengan baik.

Bicara tentang potensi perempuan dalam dunia
perekonomian, sebagian besar potensi itu bisa ditemui
pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Sedangkan permasalahan yang dihadapi UMKM selama
ini tersarikan dalam dua hal.

Yakni permodalan dan pemasaran. “Dari sisi aspek
permodalan, ganjalan pelaku UMKM adalah akses terhadap
fasilitas perbankan yang belum terbuka dan literasi
keuangan yang belum memadai;. Sementara, dari aspek
pemasaran, UMKM butuh biaya yang tidak sedikit untuk
memasarkan produknya secara luas.

Bicara tentang potensi perempuan dalam dunia
perekonomian, sebagian besar potensi itu bisa ditemui
pada wusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Sedangkan permasalahan yang dihadapi UMKM selama
ini  tersarikan dalam dua hal. Yakni permodalan dan
pemasaran. “Dari sisi aspek permodalan, ganjalan pelaku
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UMKM adalah akses terhadap fasilitas perbankan yang
belum terbuka dan literasi keuvangan yang belum
memadai;. Sementara, dari aspek pemasaran, UMKM
butuh biaya yang tidak sedikit untuk memasarkan
produknya secara luas.

Kontribusi sektor UMKM dalam meningkatkan PDB
Indonesia juga tidak luput dari peran perempuan baik
sebagai pelaku usaha (pengusaha) maupun sebagai tenaga
kerja. Meskipun tidak ada data yang pasti tentang UMKM
yang dikelola perempuan, tetapi bisa dikatakan bahwa
peran perempuan dalam pengembangan sektor UMKM
sangat penting.

Fenomena wanita bekerja untuk mencari nafkah terjadi
karena dorongan kebutuhan, kemauan dan kemampuan
serta kesempatan kerja yang tersedia dan akses wanita atas
kesempatan tersebut.

Status ekonomi wanita dilihat dari aktivitasnya dalam
kegiatan mencari nafkah, akses terhadap faktor produksi,
tingkat pendapatan yang dihasilkan dan kontribusinya
terhadap pendapatan keluarga. Peran perempuan di sektor
UMKM umumnya terkait dengan bidang perdagangan dan
industri pengolahan seperti : warung makan, toko kecil
(peracangan), pengolahan makanan dan industri kerajinan,
karena usaha ini bisa dilakukan di rumah sehingga tidak
melupakan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga.

Awalnya UMKM vyang dilakukan perempuan lebih
banyak sebagai pekerjaan sampingan untuk membantu
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suami dan untuk menambah penadapatan rumah tangga,
tetapi bisa menjadi sumber pendapatan rumah tangga
utama apabila dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dalam
forum internasional seperti APEC disepakati agar masing-
masing ekonomi memberikan perhatian bagi perkembangan
perempuan pengusaha, khususnya pengusaha mikro, kecil
dan menengah serta dodorong agar mengembangkan
disagregasi data agar pembinaan dan pengembangan
perempuan pengusaha yang adalah UMKM menjadi lebih
terarah.

Indonesia sendiri yang menjadi anggota APEC belum
banyak menindaklanjuti kesepakatan tersebut. Sampai saat
ini, belum ada data yang jelas tentang jumlah perempuan
pengusaha yang juga adalah tergolong UMKM sehingga
upaya pemerintah dalam pemberdayaan terhadap
perempuan di sektor UMKM masih dilakukan secara
minimal.

D. Daftar Pencari Kerja di Kabupaten Slak

Tabel 5.4 Daftar Pencari Kerja Berdasarkan Jenis

Kelamin
Jenis Kelamin
Tahun Laki-Laki Perempuan Jumiah
2014 1.507 1.087 2.594
2015 984 609 1.593
2016 2.078 1.265 3.343
2017 1.214 731 1.945

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab Siak 2017
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E. Indeks Pembangunan Manusia Kab Siak
Tabel 5.5 Indeks Pembangunan Ekonomi Kab Siak

No Tahun Nilai IPM
1 2013 70.84
2 2014 71.45
3 2015 72.17
4 2016 72.70
5 2017 73.18

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab Siak 2017

Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau di
2017 menduduki posisi ke-6 tertinggi dalam skala nasional
dengan angka mencapai 71,79 persen.

IPM Provinsi Riau tercermin dalam tiga dimensi dasar
pembangunan manusia, seperti pengetahuan (know-
ledge), standar hidup layak (descent standard of living),
serta umur panjang dan hidup sehat (along and healthy
life).

Terdapat 6 kabupaten/kota di Riau yang berstatus
pembangunan manusia "tinggi", yaitu Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis,
Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak mierilis
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017 sebesar
73,18 atau tumbuh 0,48 persen dibandingkan tahun 2016.
Peningkatan IPM menandakan harapan untuk hidup, baik
dari dimensi kesehatan, harapan hidup, sekolah, maupun
hidup layak semakin panjang di Kabupaten Siak
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Bila dilihat lebih detail, terdapat tiga dimensi dasar
yang membentuk IPM, yaitu umur panjang dan hidup
sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi
umur panjang dan hidup sehat tahun 2017 mencapai 71,06.
Pertumbuhannya dari 2010 sampai 2017 tercatat sebesar
0,25 persen per tahun.

Sementara dimensi pengetahuan dibagi dalam
indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah
penduduk usia 25 tahun ke atas. Dari 2010-2017, harapan
lama sekolah rata-rata tumbuh 1,87 persen per tahun dan
rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas
tumbuh 1,18 persen per tahun.

Dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh
besaran pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita
masyarakat tahun 2017 terhitung mencapai Rp 10,66 juta
per tahun. Terjadi peningkatan pengeluaran per kapita
masyarakat dalam tujuh tahun terakhir sebesar 1,76 persen
per tahun.
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F. Indeks Pembangunan Provinsi dan

Kabupaten di Provinsi Riau

Tabel 5. 6 Indeks Pembangunan Provinsi dan Kabupaten
di Provinsi Riau

. IPM
No Wilayah Laki-Laki Perempuan
1 | Riau 76.18 67.17
2 | Pekanbaru 84.06 78.06
3 | Siak 77-92 68.89
4 | Dumai 7736 70.03
5 | Kampar 76.72 68.45
6 | Bengkalis 76.77 68.95
7 | Kepualauan Meranti 69.98 59.69
8 | Kuantan Singingi 73.18 67.17
9 | Rokan Hulu 75.16 61.51
10 | Rokan Hilir 72.61 61.52
11 | Indragiri Hulu 73.35 63.51
12 | Indragiri Hilir 71.26 58.29

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov Riau 2017

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur
capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah
komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas
hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi
dasar.

Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat;
pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi
tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait
banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan,
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digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya
untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan
gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama
sekolah.

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak
digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat
terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-
rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan
pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk
hidup layak.

BADAN Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM periode 2017 sebesar 70,81.
Capaian itu meningkat 0,63 poin atau tumbuh 0,90% jika
dibandingkan dengan periode 2016.

Badan Pusat Statistik (BPS) Riau mencatat indeks
pembangunan manusia (IPM) Provinsi Riau pada 2017
mencapai 71,79 poin.

Angka ini meningkat sebesar 0,59 poin atau tumbuh
sebesar 0,83 persen dibandingkan 2016. Bayi yang lahir
pada 2017 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga
70,99 tahun, lebih lama 0,02 tahun dibandingkan dengan
mereka yang lahir tahun sebelumnya.

Sedangkan anak-anak pada 2017 berusia 7 tahun me-
miliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,03
tahun (Diploma Il, namun tidak tamat), lebih lama o,17
tahun dibandingkan dengan yang berumur sama pada
2016.
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Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara
rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,76 tahun
atau berada di kelas IX, lebih lama 0,17 tahun dibandingkan
tahun sebelumnya.

Sedangkan pada 2017, masyarakat Riau memenuhi
keperluan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita
sebesar Rp10,677 juta per tahun, meningkat Rp212 ribu
dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya.

“Saat ini, terdapat 6 kabupaten/kota yang berstatus
pembangunan manusia tinggi di antaranya, Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar,
Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.
Sedangkan kabupaten/kota lainnya berstatus
pembangunan manusia sedang.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi Riau menyebutkan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Kota Pekanbaru tahun ini mencapai 78,4 persen,
tertinggi di kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Sedangkan DI kabupaten Siak Indek Pembangunan
Manusia ( IPM ) periode 20178 sebesar 73,218 Capaian ini
lebih besar dibandingkan capain nasional yang hanya
sebesar 70.81, berarti IPM di daerah khususnya Kabupaten
Siak lebih baik dari pada IPM Nasional,Data diatas
menujukkan bahwa IPM di daerah menunjukkan angka
yang meningkatkan tandanya ada usaha yang keras dari
pemerintah daerah untuk meningkatkan IPM di daerah
masing-masing terutama Kabupaten Siak.

Mulia Sosiady, Ermansyah & Suhertina [43



IPM disusun mengacu tiga aspek esensial. Ketiganya
meliputi dimensi kesehatan yang diukur dengan indikator
umur harapan hidup, dimensi pengetahuan atau
pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan
rata-rata lama sekolah, serta dimensi hidup layak yang
mengacu pendekatan pengeluaran per kapita disesuaikan.

Kecuk mengungkapan laju pertumbuhan IPM
cenderung sulit untuk ditingkatkan lantaran melibatkan
kondisi sosial masyarakat secara struktural.

"Dilihat dari pencapaian umur harapan hidup saat lahir
misalnya, merupakan hasil implementasi kebijakan banyak
pihak. Itu seperti dampak dari pola makan dan keseharian
gaya hidup yang sehat, hingga kondisi lingkungan hidup
tempat tinggal," terangnya.

Upaya perbaikan kualitas manusia yang dilakukan pun
tidak sekaligus dapat dirasakan dalam jangka waktu kurang
dari satu atau dua tahun. Kecuk lantas mencontohkan
kebijakan wajib belajar 12 tahun yang baru berdampak
kepada harapan lama sekolah, namun sayangnya belum
berdampak kepada rata-rata lama sekolah.

Sebagai catatan, rata-rata lama sekolah dalam IPM
merupakan capaian sekolah bagi penduduk yg sudah
berusia 25 tahun dan lebih.

"Di lain sisi, kebijakan wajib belajar 12 tahun juga tidak
serta merta akan meningkatkan pendapatan yang berujung
kepada pengeluaran per kapita. Untuk gambaran, selama
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periode 2010-2017, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar
0,89%.

Pembangunan merupakan realisasi dari aspirasi dan
tujuan suatu bangsa yang dimaksudkan untuk melakukan
perubahan secara struktural melalui upaya sistematis.
Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan merupakan
tahapan yang menentukan keberhasilan mencapai tujuan
yang sudah digariskan dalam GBHN dan pola dasar
pembangunan daerah.

Proses perencanaan juga meliputi pemantauan dan
evaluasi terhadap berbagai program yang telah
diimplementasikan pada periode sebelumnya. Suatu kajian
yang membahas situasi dan kondisi obyektif tentang
permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan
berbagai program pembangunan perlu dilakukan untuk
menentukan pentahapan pencapaian tujuan jangka
panjang, menengah dan jangka pendek serta untuk
menentukan prioritas. Melalui kajian tersebut, dirumuskan
suatu kebijakan umum yang akan menjadi pedoman bagi
para perencana dalam merancang berbagai program.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM ditetapkan
sebagai salah satu ukuran utama yang akan dicantumkan
dalam pola dasar pembangunan daerah yang akan datang.
Hal ini merupakan langkah penting karena IPM menduduki
posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah.
Oleh karena pelaksanaan pembangunan secara luas juga
meliputi unsur perencanaan, pemantauan, dan evaluasi,
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fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya
akan menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan
pembangunan yang terarah.

Kedudukan dan peranan IPM dalam manajemen
pembangunan akan lebih terlibat kalau dilengkapi dengan
suatu data setyang berisikan indikator yang relevan
dengan IPM dan disusun sebagai suatu sistem data basis
pembangunan manusia. Sistem data basis tersebut
merupakan sumber data utama dalam identifikasi lebih
lanjut yang dilakukan untuk mengenali labih dalam
permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan upaya dan
hasil-hasil serta dampak pembangunan manusia.

Identifikasi tersebut dibuat ke dalam suatu analisa
situasi pembangunan manusia yang mengkaji berbagai
kendala dalam implementasi program pembangunan pada
periode sebelumya, dan potensi yang dimilikinya sebagai
masukan untuk perencanaan pembangunan daerah periode
yang akan datang.

Proses ini merupakan kajian yang dapat menghasilkan
rekomendasi bagi implikasi kebijakan pembangunan yang
paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan
pemanfaatan demikian, maka IPM merupakan alat
advokasi kepada para pengambil keputusan dan perumus
kebijakan tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan di
masa yang akan datang.

Oleh karena itu, strategi pembangunan manusia tidak
saja harus terlihat dalam strategi pembangunan secara
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umum, seperti pola dasar pembangunan daerah. Namun
lebih dari itu, strategi ini harus pula terlihat dalam anggaran
pembangunan yang akan diimplementasikan.

Anggaran  pembangunan  harus  menunjukkan
“keberpihakan” kepada sektor-sektor yang secara khusus
menyentuh pembangunan manusia tersebut. Oleh karena
itu, jika diperhatikan rangkaian uraian di halaman depan,
maka dapat terlihat bahwa pembangunan manusia
tersebut bertumpu pada tiga hal, yaitu pendapatan,
pendidikan dan kesehatan. Inilah yang menjadi dasar
penghitungan IPM.

Hal ini tidak berarti bahwa sektor-sektor pembangunan
yang lain harus ditinggalkan, sama sekali bukan ini yang
dimaksud. Namun, yang dimaksudkan oleh strategi
pembangunan manusia adalah bahwa seluruh usaha
pembangunan dan seluruh anggaran pemerintah yang
tersedia digunakan sedemikian rupa dalam rangka
peningkatan taraf hidup manusianya.

Pembangunan infrastruktur adalah sesuatu yang
penting dalam pembangunan. Namun, pembangunan
infrastruktur  ini  harus dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri.

Keberpihakan anggaran kepada sektor-sektor yang
secara langsung meningkatkan status pembangunan
manusia menjadi sesuatu yang penting. Hal ini tentu saja
memerlukan suatu “political will” baik oleh pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah. Di masa yang akan
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datang, keberpihakan pemerintah daerah akan menjadi
lebih  penting lagi. Ini karena otonomi daerah,
menempatkan daerah pada peran penting dan krusial.
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BAB VI
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
GENDER DI SIAK

A. Kebijakan Peningkatan Ekonomi Perempuan

Kebijakan ~ Peningkatan  Produktivitas =~ Ekonomi
Perempuan diarahkan untuk mensinergikan seluruh
kekuatan yang ada, baik kekuatan sektor pemerintah, non-
pemerintah, Perguruan Tinggi, perbankan, maupun
kekuatan masyarakat umum untuk secara bersama-sama
dan harmonis mengupayakan peningkatan produktivitas
ekonomi perempuan. Melalui sinergi ini seluruh
permasalahan yang dihadapi perempuan dalam
produktivitas ekonomi, vyaitu rendahnya kemampuan,
ketidakberdayaan, kurangnya kesempatan, dan kurangnya
jaminan  dapat  diatasi secara  bertahap  dan
berkesinambungan.

1. Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan
dalam sektor pelaksana program pemberdayaan
ekonomi rakyat
Selama ini berbagai sektor telah melaksanakan

program pemberdayaan ekonomi rakyat yang ditujukan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
berbagai pendekatan seperti peningkatan kapasitas
produksi,  peningkatan  pendapatan,  peningkatan
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ketrampilan. Masing-masing sektor melaksanakan program
dengan menggunakan sasaran maupun metoda yang
berbeda, sehingga dalam pelaksanaannya program
pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya dalam upaya
pemberdayaan perempuan, tidak terevaluasi secara
nasional.

Program ini merupakan suatu konsep pemberdayaan
kaum perempuan yang dilandasi dengan pendekatan
pemberdayaan ekonomi masyarakat. Memberdayakan
ekonomi  masyarakat adalah memampukan dan
memandirikan masyarakat untuk melepaskan diri dari
perangkap kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami
dirinya beserta keluarga, yang prosesnya dilakukan melalui
penumbuhkembangan kegiatan ekonomi produktif.

Untuk itu langkah-langkah yang diperlukan untuk
kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di
Kabupaten Siak meliputi hal-hal berikut:

Pertama, penciptaan dan pemantapan dukungan
politis dan operasional dari semua pemangku kepentingan
(stakeholders), yang dinyatakan dalam suatu rumusan
kebijakan, yang menempatkan program pemberdayaan
ekonomi perempuan sebagai bagian integral dari
pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Kebijakan
tersebut diarahkan untuk membuka akses dan kesempatan
seluas-luasnya  kepada kaum  perempuan  untuk
mendapatkan kesetaraan dengan kaum laki-laki dalam
berbagai aktivitas pembangunan ekonomi.
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Kedua, menciptakan kondisi lingkungan sosial yang
lebih kondusif bagi kaum perempuan untuk dapat
mengembangkan segenap potensi dan kemampuan dirinya
serta menjamin kesamaan hak untuk berpartisipasi dalam
pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan
lingkungan social disini adalah lingkungan keluarga,
lingkungan komunitas masyarakat sekitarnya, sampai
dengan lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Tanpa adanya dukungan dari lingkungan sosialnya,
kebijakan apapun yang telah ditetapkan pemerintah
tentunya tidak dapat mencapai hasil yang optimal.
Lingkungan sosial dimana perempuan berada, tumbuh, dan
berkembang akan mempengaruhi kepribadian, persepsi,
sekaligus kapasitas yang dimiliki kaum perempuan.
Lingkungan sosial pulalah yang akan memberikan
kesempatan  sekaligus pengakuan kepada kaum
perempuan bahwa mereka memang layak untuk diberi
kesempatan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan,
khususnya dalam pembangunan ekonomi keluarga dan
bangsa. Proses pemberdayaan lingkungan dapat dilakukan
melalui strategi gerakan penyadaran akan adanya
kesamaan hak antar gender serta bahwa kaum perempuan
memiliki kemampuan untuk dapat bersaing secara sehat
dengan kaum laki-laki.

Ketiga, pengembangan kapasitas SDM perempuan di
Kabupaten Siak, Kemiskinan yang dialami oleh kaum
perempuan pada umumnya adalah karena dampak
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keterbatasan kapasitas SDM dalam konteks wawasan,
pengetahuan, keterampilan, etos/semangat kerja, hingga
pola pikir dalam berusaha. Untuk itu, proses pemberdayaan
perempuan perlu diarahkan untuk dapat mengoptimalkan
aspek-aspek kapasitas SDM tersebut secara positif.

Proses ini dapat dilakukan melalui upaya peningkatan
atau pengembangan kapasitas SDM sejalan dengan
aktivitas usaha yang telah dilakukan, sedemikian rupa
sehingga aktivitas yang dilakukan dapat memberikan hasil
lebih baik dalam pengertian efisiensi proses produksi serta
peningkatan produktivitas dan kualitas hasil.

Pengembangan kapasitas SDM juga dapat diarahkan
untuk  memberikan bekal dan menyiapkan kaum
perempuan untuk memasuki dunia baru (melaksanakan
kegiatan baru) yang lebih menjanjikan. Implementasi
kegiatan pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui
gabungan antara kegiatan pelatihan dan pendampingan.

Keempat, pemberdayaaan Perempuan di Kabupaten
Siak dalam aktivitas ekonomi. Kemiskinan dalam berusaha
sering kali dikaitkan dengan adanya keterbatasan
kepemilikan faktor produksi seperti tanah, teknologi dan
dana serta akses pemenuhan terhadap berbagai sumber
daya usaha.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut menyebabkan
aktivitas usaha ekonomi yang dilakukan tidak memberikan
hasil yang optimal dan berkelanjutan, serta kurang
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seimbang dengan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan
proses produksi dan kehidupannya.

Dengan demikian pemberdayaan perempuan dalam
aktivitas ekonomi haruslah diarahkan pada peningkatan
kemampuan dalam melaksanakan kegiatan produksi dan
distribusi. Hal ini mencakup manajemen usaha, manajemen
pengelolaan ekonomi rumah tangga dan unit usaha,
memperluas peluang pasar dan kemitraan yang disertai
dengan dukungan penyediaan dan  kemudahan
memperoleh akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan
untuk melakukan dan mengembangkan usahanya, seperti
akses terhadap pasar, akses terhadap pemenuhan
kebutuhan permodalan.

Kelima, pemberdayaan dalam pengelolaan lingkungan
sumber daya alam (SDA). Kaum perempuan di Kabupaten
Siak harus menyadari bahwa kualitas SDA dapat
mempengaruhi aktivitas usaha serta hasil yang diperoleh,
baik langsung maupun tidak.

Pada kegiatan usaha yang berbasis pada pemanfaatan
sumber daya alam (pertanian, perikanan, pengolahan hasil
alam), kemampuan untuk menjaga kelestarian lingkungan
akan berpengaruh pada keberlanjutan pasokan bahan baku
yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya. Hal ini
berarti pula terjaminnya kesinambungan proses usaha
(produksi), serta keberlanjutan sumber-sumber ekonomi
yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.
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2. Menumbuh-kembangkan kepedulian pihak-pihak
luar pemerintahan dalam meningkatkan
produktivitas ekonomi  perempuan  melalui
pembinaan kewirausahaan bagi usaha mikro dan
kecil
Dengan dilatarbelakangi oleh kepentingan masing-

masing lembaga yang melakukan berbagai usaha
diharapkan kepedulian terhadap sesama bangsa untuk
membangun  kekuatan ekonomi  bersama, maka
pemberdayaan ekonomi rakyat berskala kecil sering
dilakukan oleh lembaga-lembaga luar pemerintahan.

Agar berbagai program pemberdayaan ekonomi
tersebut dilaksanakan dalam bentuk program yang ramah
perempuan, maka arah  kebijakan  peningkatan
produktivitas ekonomi perempuan melalui program
pemberdayaan ekonomi rakyat melalui luar pemerintahan
perlu dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

Pertama, = mengembangkan  sistem  informasi
pemberdayaan ekonomi rakyat yang dilaksanakan oleh
lembaga luar pemerintahan dalam hubungan dengan
peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, sehingga
tercipta suatu kondisi yang mendukung pertumbuhan dan
produktivitas ekonomi perempuan.

Kedua, nengembangkan sistem koordinasi dan
kerjasama yang terpadu di tingkat nasional, baik antar
lembaga luar pemerintahan maupun dengan pemerintah,
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guna mengintensifkan dan memperluas kepedulian dalam
upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan.

Ketiga, mengembangkan sistem monitoring dan
evaluasi terpadu lembaga luar pemerintahan terhadap
upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan
melalui program pemberdayaan ekonomi rakyat masing-
masing.

Keempat, mengembangkan sistem penghargaan bagi
lembaga luar pemerintahan yang telah melaksanakan dan
mengembangkan program pemberdayaan ekonomi rakyat
untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan.

3. Pengembangan model peningkatan produktivitas
ekonomi perempuan melalui kemitraan antara
pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka memperluas upaya peningkatan
produktivitas ekonomi perempuan melalui berbagai upaya
pemberdayaan ekonomi rakyat diperlukan berbagai model
peningkatan produktivitas ekonomi perempuan yang dapat
dijadikan acuan oleh berbagai fihak. Oleh karena itu
kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan
dalam pengembangan model, antara lain dengan:

Pertama Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada
berbagai fihak dalam pengembangan model peningkatan
produktivitas ekonomi perempuan, baik di daerah
pertanian, pesisir, hutan, industri, perkotaan, wisata,
sampai kepada daerah konflik.
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Kedua Mengutamakan pengembangan  model
peningkatan produktivitas perempuan yang diarahkan
pada pengembangan model pendampingan dan
pengembangan lembaga keuangan mikro.

Ketiga Meningkatkan upaya pengembangan model
penguatan ekonomi perempuan bagi pengusaha mikro dan
kecil yang memberikan nilai tambah dan berdampak ungkit
bagi peningkatan pendapatan, daya saing dan kemandirian
perempuan.

B. Strategi Pengembangan Ekonomi Perempuan

Dengan mempertimbangkan kesiapan sumberdaya

yang ada, maka strategi yang ditempuh dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan, memfasilitasi dan menjembatani
Sektor, LSM dan Perguruan Tinggi dalam
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi di
tingkat pusat dan daerah.

2. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan
mengelola dalam pelaksanaan pemberdayaan
perempuan di bidang sosial dan ekonomi.

3. Meningkatkan dan pengembangan kemitraan dan
jejaring kerja (net working)

Memperhatikan karakteristik kondisi dan permasalahan

yang dihadapi oleh perempuan serta arahan kebijakan
dalam proses pemberdayaannya, maka pelaksanaan
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pemberdayaan ekonomi perempuan hendaknya dilakukan
dengan langkah-langkah strategi sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  pemberdayaan melalui  sistem
kelembagaan/kelompok

Keterbatasan-keterbatasan yang ada baik pada sisi
individu kelompok sasaran serta proses pelaksanaan di
kapangan, menjadi akan lebih efisien dan efektif apabila
proses pemberdayaan perempuan dilakukan dalam struktur
kelembagaan atau kelompok daripada pemberdayaan
secara individual.

Dalam mekanisme kelembagaan, maka masing-
masing individu yang menjadi kelompok sasaran disatukan
dalam wadah kelompok usaha produktif berdasarkan
kriteria tertentu seperti kesamaan lapangan usaha dan
kesamaan geografis.

Dengan mekanisme kelembagaan ini, diharapkan akan
terbangun kerjasama yang erat berdasarkan prinsip
kemitraan yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan,
kebersamaan, dan saling percaya diantara masingmasing
anggota kelompok usaha. Kelambagaan usaha produktif ini
dibina dan dikembangkan secara bertahap, mulai dari
pembentukan, penguatan dan kemudian pengembangan.

Penguatan  kelembagaan  berarti  menjadikan
kelembagaan sedemikian rupa sehingga lembaga yang
dibentuk mampu menjalankan tugas dan fungsi dasarnya
dengan baik. Apabila tugas awal telah mampu dilaksanakan
dengan baik, baru dilakukan pengembangan kelembagaan,
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baik dalam arti pengembangan fungsi dan tugasnya
maupun pengembangan unit-unit kegiatan/usaha lembaga
tersebut.
2. Program pemberdayaan harus spesifik sesuvai

kebutuhan kelompok sasaran

Kemiskinan yang dialami kaum perempuan serta
masyarakat memiliki keragaman karakteristik yang
melatarbelakanginya.  Untuk itu, agar  program
pemberdayaan perempuan dapat berlangsung efektif,
maka muatan program pemberdayaan haruslah sesuai
dengan karakteritistik kondisi dan permasalahan yang
dihadapi kelompok sasaran program. Permasalahan
kelompok perempuan miskin di perkotaan, pada aspek
tertentu memiliki perbedaan dengan permasalahan
kelompok perempuan miskin di perdesaan. Perbedaan atau
karakteritik yang khas juga ditemui dalam konteks kondisi
dan permasalahan kemiskinan di kalangan perempuan
petani, perempuan nelayan, atau  perempuan yang
bergelut dalam sektor indutri pengolahan (baik sebagai
buruh maupun pengusahan miko-kecil). Konsekuensinya,
muatan program pemberdayaan perempuan tidak dapat
digeneralisir, namun harus disusun secara spesifik sesuai
dengan kelompok sasarannya.
3. Pengembangan kelembagan keuangan mikro

tingkat lokal

Sebagai konsekuensi dari dianutnya sistem dana
bergulir dalam proses pemberian bantuan modal kerja,
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maka akan dibutuhkan adanya kelembagaan pengelola
proses perguliran dana tersebut guna dapat menjamin
kesinambungan dan pertanggungjawaban pengelolaan
dana bergulir.

Sesuai dengan lingkup kelompok sasaran dan besaran
dana yang dikelola, maka lembaga pengelola tersebut
dapat berwujud lembaga keungan mikro di tingkat lokal
yang harus dilengkapi dengan legalitas dan struktur
organisasi yang jelas. Lembaga pengelola tersebut harus
dibentuk dan disesuakan dengan budaya dan kebutuhan
dari masyarakat lokal, sehingga keberadaannya akan lebih
tertanam dan dihargai dalam sistem kemasyarakatan yang
ada. Pada tahap lanjut lembaga ini dapat dikembangkan
sebagai lembaga perekonomian dalam skala mikro yang
dapat berfungsi seperti koperasi, BMT, bahkan BPR. Selain
itu lembaga ini dapat pula menjadi tempat bagi masyarakat
untuk berkonsultasi dalam meningkatkan usaha mereka,
lembaga penampung dan membantu proses pemasaran
hasil produksi dan pasar, serta mediator dalam upaya
pengembangan jaringan kemitraan dan pemasaran yang
lebih luas.

4. Penyediaan modal awal untuk menjalankan usaha
ekonomi produktif

Pada beberapa kelompok sasaran, mungkin akan
dibutuhkan bantuan penyediaan modal awal untuk
melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif. Hal ini
karena kelompok sasaran benar-benar miskin dalam arti
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tidak memiliki barang modal yang dapat dipergunakan
untuk memulai kegiatan usahanya (seperti kelompok buruh
tani, dll). Modal awal ini dapat berupa tanah/lahan atau alat
produksi. Perlu dihindari penyediaan modal awal dalam
wujud uang tunai.
5. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang
berkesinambungan
Proses pemberdayaan tidak cukup hanya berupa
penyadaran akan kesetaraan gender atau peningkatan
pengetahuan dan keterampilan semata, tetapi harus secara
nyata dituangkan dalam wujud pelaksanaan aktivitas
ekonomi yang bersifat produktif. Kegiatan ekonomi ini
dapat merupakan pengembangan lapangan usaha yang
memang telah dilaksanakan kelompok sasaran sebelumnya
(sepanjang masih layak secara ekonomis) maupun
pengembangan lapangan usaha baru. Kegiatan ekonomi
yang dikembangkan hendaknya didukung oleh potensi
ketersediaan bahan baku dan bahan pendukung di wilayah
tersebut, merupakan produk unggulan di daerahnya
(bersifat komparatif maupun kompetitif), serta dibutuhkan
dan memiliki pasar yang nyata (demand and market driven)
agar berkesinambungan.
6. Pelibatan keluarga/suami kelompok sasaran
Pada kelompok sasaran tertentu (seperti yang telah
berkeluarga), program pemberdayaan perempuan harus
memperhatikan pula keterlibatan peran keluarga dan atau
suami dari pihak perempuan yang menjadi kelompok
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sasaran. Pihak keluarga dan suami tersebut diharapkan
dapat memberikan dukungan kepada isteri/ anggota
keluarganya yang menjadi kelompok sasaran program
pemberdayaan, baik dalam wujud pemberian motivasi dan
kesempatan untuk melakukan usaha yang menghasilkan
secara ekonomi, dimana hal ini mungkin merupakan
sesuatu yang relatif baru atau bahkan tabu di kalangan
kehidupan komunitas tertentu.

Pihak keluarga juga perlu mendapat pemahaman
dalam beberapa aspek krusial, seperti mengenai dana
bantuan modal kerja yang diterima. Mereka harus
memahami bahwa dana bantuan itu merupakan dana
untuk modal kerja (bukan untuk keperluan rumah tangga)
yang menjadi milik dan tanggung jawab bersama secara
kelompok (tanggung renteng) serta terdapat kewajiban
untuk mengembalikan agunan.

7. Keterpaduan peranserta seluruh  pemangku
kepentingan (stakeholders)

Proses pemberdayaaan perempuan membutuhkan
adanya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan
(stakeholders) secara terpadu, baik dari unsur pemerintah,
masyarakat, LSM, dan dunia usaha. Di tingkat
pemerintahan, proses ini membutuhkan dukungan secara
lintas sektoral baik di tingkat pusat, propinsi, dan
kab/kodya.
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8. Penyediaan dan peningkatan kemudahan akses

terhadap modal usaha

Sejalan dengan pemberdayaan kapasitas SDM, maka
dalam tahap selanjutnya perlu diberikan modal bagi
kelompok sasaran untuk mulai menjalankan atau
mengembangkan usaha ekonomi produktif yang
dilakukannya. Pnyediaan dan peningkatan kemudahan
untuk memperoleh akses terhadap sumber permodalan
sangat diperlukan mengingat masih terbatas dan
lemahnya akses yang dimiliki pengusaha mikro dan kecil
pada umumnya (apalagi yang baru memulai usahanya)
untuk memperoleh bantuan (kredit) modal kerja dari
sumber-sumber modal yang ada.

9. Fasilitasi bantuan permodalan untuk pemupukan

permodalan wilayah

Berbagai banuan permodalan yang diberikan,
hendaknya bukan merupakan dana hibah cuma-cuma
yang selamanya akan menjadi milik kelompok sasaran yang
menerimanya. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa
mekanisme seperti ini cenderung menjadikan penggunaan
dana tidak dapat dipertanggungjawabkan serta kurang
memberikan dampak signifikan dan berkelanjutan
terhadap proses perkembangan usaha ekonomi produktif.
Dalam mekanisme hibah/bantuan, penerima dana
cenderung bersikap kurang peduli mengenai pengelolaan
dana bantuan karena dana yang diterima telah dianggap
dana milik sendiri.

62J Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Kabupaten Siak



Alternatif yang dapat dipilih untuk mengatasi
permasalahan ini adalah dengan menjadikan dana bantuan
tersebut sebagai dana bergulir. Jadi walaupun sifatnya
merupakan dana hibah, kelompok penerima tetap memiliki
kewajiban untuk mengembalikan dana kepada pengelola
untuk kemudian digulirkan kepada kelompok perempuan
miskin lainnya. Cara ini akan lebih menjamin pelaksanaan
program secara berkelanjutan sekaligus lebih mencerminkan
prinsip keadilan bagi kelompok perempuan miskin lain
yang belum menerima dana modal kerja ini (mengingat
pada saatnya mereka akan menerima bantuan modal kerja
sesuai tahap perguliran yang berlangsung).

10. Pemantapan sistem pendampingan  untuk
kemandirian kelompok

Sistem Pendampingan ini bersifat mandiri dan telah
berjalan baik yang dilakukan oleh relawan, LSM, Perguruan
TInggi atau petugas pemerintah. Petugas Pendamping ini
adalah anggota masyarakat (infrasuktrur), LSM, Organisasi
Sosial, Yayasan, Lembaga Kekerabatan, dIl yang memiliki
pengetahuan dan kemampuan atau memiliki kapasitas dan
kapabilitas serta diterima masyarakat sebagai pembimbingan
dan pendampingan.
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BAB VI
STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK
EKONOMI PEREMPUAN DI KABUPATEN SIAK

A. Arah Strategi Pengembangan Produk

Selama ini usaha perempuan di Kab Siak dalam
memasarkan produknya masih terpusat pada tempat atau
lokasi keberadaannya saja. Kalau pun produk yang
dihasilkan memiliki konsumen yang berasal dari daerah
yang berbeda, namun untuk mendapatkannya, konsumen
sendirilah yang langsung mendatangi lokasi dimana usaha
tersebut dijalankan. Biasanya pembeli dari luar Kota Siak
menitipkan kepada famili atau kenalan mereka untuk
membeli dan mengirimnya. Hasil observasi yang dilakukan
terhadap pengusaha Nata Decoco yang mayoritas
dijalankan oleh perempuan, menunjukkan bahwa
beberapa pembeli Nata Decoco adalah untuk mengirimnya
ke luar kota sebagai oleh-oleh untuk keluarga di daerah
lain. Oleh karena itu, sesungguhnya produk ikan asap ini
bukan hanya di kenal di Kota Siak saja, bahkan melalui
konsumen produk ini telah disebarkan hingga daerah lain.
Kondisi ini sesungguhnya merupakan sebuah peluang bagi
pengusaha untuk mengembangkan pemasarannya yang
sebelumnya hanya di Kab Siak saja, mungkin ke depannya
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dapat menyebar ke daerah lainnya di tanah air sebagai
produk makanan khas dari Kab Siak.

Perluasan terhadap zona pasar dengan
mengembangkannya ke wilayah yang belum terlayani oleh
produk serupa merupakan strategi yang efektif, mengingat
minimnya pesaing yang ada. Namun demikian kondisi
pasar tanpa pesaing bukan merupakan jaminan akan
keberhasilan pasar, tentunya pengusaha harus mengetahui
selera, karakter dari target konsumennya secara tepat,
sehingga produk yang dilempar ke pasar, adalah tepat
sasaran. Dengan demikian maka ketersediaan informasi
yang memadai mengenai kebutuhan akan produk yang
dihasilkan sangat dibutuhkan dalam rangka
pengembangan pasar.

Untuk itu maka diperlukan sistem informasi pasar
(market intelligent) yang berfungsi sebagai penyedia
informasi bagi pengusaha tentang kebutuhan dan kondisi
pasar. Informasi tentang pasar ini diperoleh dari data yang
merupakan feedback atas kebijakan perusahaan.

Produk-produk dari UMKM yang dari Kabupaten Siak,
belum begitu menjamah pasar regional dan global. Padahal
produk-produk mereka, umumnya merupakan jenis produk
yang bersifat khas, sehingga sulit untuk diperoleh di daerah
lainnya. Kondisi ini merupakan sebuah peluang bagi pelaku
UMKM untuk mengembangkan pasar ke wilayah yang
belum terlayani. Meskipun demikian, strategi perluasan
pasar memiliki resiko yang cukup besar. Hal tersebut
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disebabkan karena belum ada parameter acuan yang jelas
dalam memberikan informasi terkait daya serap pasar.
Namun tentunya pelaku wusaha sudah melakukan
perhitungan dan perkiraan-perkiraan, atas fakta bahwa
produk-produk yang mereka hasilkan sudah dikenal di
daerah yang dituju. bahkan sangat laris dibeli oleh para
turis. Oleh karena itu, maka produk-produk UMKM
perempuan di Kabupaten Siak seperti kerajinan , Makanan
dan produk lainnya, sesungguhnya memiliki potensi untuk
memiliki teritorial pasar yang lebih luas dan tidak hanya
terfokus di Kabupaten Siak saja.

Jika ditinjau dari segi mutu dan kualitas, produk-
produk dari UMKM yang ada di Kab Siak bisa dikatakan
dapat bersaing dengan produk-produk sejenis lainnya yang
mampu menembus pasar yang lebih luas. Dalam hal ini
promosi produk memiliki peran yang dominan. Untuk
memperoleh hasil yang maksimal, promosi harus dilakukan
secara profesional dalam artian pengusaha harus dapat
memilih bentuk promosi yang memiliki efektifitas dan
efisiensi tinggi. Untuk itu beberapa bentuk yang perlu
dilakukan oleh UMKM di Kabupaten Siak adalah: Pertama,
membuat website, e-mail atau bener iklan produk melalui
internet. Bentuk promosi secara online seperti ini cukup
efektif dalam daya jangkau konsumen. Karena dengan
biaya yang relatif terjangkau, dengan berada di tempatnya
saja pengusaha dapat mempromosikan produknya ke

Mulia Sosiady, Ermansyah & Suhertina [67



seluruh konsumen maupun perusahaan lain yang berada
dalam jangkauan jaringan internet.

Profil dari produk dapat diakses via online, transaksi
dilakukan melalui transfer rekening dengan kode
pembelian dan kemudian barang atau produk dikirimkan ke
alamat konsumen. Kelemahan bentuk ini adalah karena
banyaknya perusahaan fiktif yang bertebaran di dunia
maya sehingga menyebabkan kepercayaan bisnis menjadi
rendah. Namun setidak-tidaknya untuk memperkenalkan
produk dan jenis usaha kepada publik, media ini sangat
efektif untuk dilakukan.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh lembaga survey
Clutch menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil dan menengah
(UKM) cenderung lebih sering mempromosikan bisnis di media
sosial, bahkan hingga setiap hari. Kurang lebih sekitar 71 pelaku
UKM menggunakan media sosial, sementara 16 persennya
belum memanfaatkannya namun berencana untuk promosi di
media sosial dan 13 persennya tidak sama sekali.

Menurut Jeff  Gibbard, chief social  strategist sebuah
perusahaan digital menuturkan, bahwa di tahun 2018 media
sosial adalah sebuah keharusan, terlebih dalam strategi bisnis.
“Media sosial memudahkan para pelaku bisnis untuk menggaet
audiens yang lebih luas. Dan jika digunakan dengan tepat, dapat
memberikan dampak pemasaran yang menguntungkan,”
mengapa penting untuk pelaku bisnis era kini untuk
menggunakan media sosial.

Dalam penggunaannya, sekitar 52 persen UKM akan
mengunggah promosi bisnisnya setidaknya satu kali dalam
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sehari. Dan, sekitar 54 persen konten unggahannya berupa
gambar atau infografis, 52 persen diskon atau promosi, 49
persen ulasan, 44 persen video, 33 persen data penelitian yang
berkaitan dengan bidang bisnis yang digeluti.

“Gambar sangat berpengaruh dalam meningkatkan hasrat
calon pembeli untuk membeli produk tersebut. Semakin bagus
gambarnya, semakin besar keinginan untuk membeli.

Dalam temuannya tersebut, diketahui bahwa Facebook
menjadi channel pilihan utama sebagai media promosi oleh
sekitar 86 persen pebisnis. Diikuti dengan Instagram sekitar 48
persen, Youtube sekitar 46 persen dan Twitter 44 persen.

Temuan lainnya, diketahui bahwa ternyata wanita lebih
sering menggunakan media sosial dibandingkan para pria dalam
langkah strategi bisnis mereka. Sekitar 74 persen pelaku usaha
wanita cenderung lebih banyak menggunakan media sosial
untuk promosi bisnis, sedangkan pria hanya 66 persen saja.

“Wanita secara umum lebih baik soal komunikasi
dibandingkan pria. Mereka lebih cenderung ekspresif dan lebih
mudah memotivasi orang lain untuk membeli produknya. Tidak
mengejutkan jika hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih
banyak pebisnis wanita menggunakan media social.

Kedua, turut serta dalam kegiatan pameran. Pameran
merupakan bentuk promosi dimana pengusaha secara
langsung bertemu dengan calon konsumennya dalam
jumlah yang cukup banyak. Target utama dari pameran
ialah bukan mendapatkan pembelian yang sebanyak-
banyaknya dalam even tersebut, tetapi justru setelah
pameran dilakukan perusahaan dan produk yang
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dipamerkan dapat meraup konsumen sebesarnya-
besarnya.

Untuk itu desain penampilan dan pemilihan produk
khususnya yang memiliki keunikan atau yang merupakan
keunggulan produk harus ditampilkan sehingga dapat
diterima oleh konsumen pada saat pameran. Kendala
dalam kegiatan promosi ini adalah karena pengusaha
UMKM rata-rata memiliki kelemahan finansial sehingga
kesulitan dalam hal pembiayaan kegiatan tersebut
khususnya pada persoalan teknis seperti bentuk, tempat
dan lama kegiatan.
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BAB VIII
PENUTUP

A. Rekomendasi

Keseluruhan upaya peningkatan produktivitas ekonomi
perempuan di Kabupaten Slak sangat berhubungan erat
dengan upaya untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan
keadilan gender.

Pemarginalan ekonomi perempuan telah terbukti,
tidak saja memposisikan perempuan sebagai beban dalam
pembangunan ekonomi, tetapi juga secara lebih strategis
telah mengabaikan kontribusi perempuan dalam upaya
untuk melepaskan diri dari cengkeraman krisis ekonomi.
Secara mendasar pemarginalan perempuan inipun
merupakan suatu wujud pengabaian prinsip demokrasi
ekonomi, sekaligus merupakan nilai merah bagi
pelaksanaan suatu pemerintahan yang baik (good
governance).

Di sisi lain, pemarginalan perempuan dalam bidang
ekonomi juga merupakan potret dari suatu tatanan
masyarakat yang bias gender. Stereotip perempuan
sebagai pencari penghasilan tambahan keluarga telah
membentuk opini bahwa peran perempuan dalam ekonomi
hanyalah merupakan pelengkap.
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Baik pengabaian prinsip demokrasi ekonomi, maupun
tatanan masyarakat yang bias gender hanya akan dapat
diperbaiki oleh negara yang meliputi pemerintah, dan
masyarakat, dan yang terutama oleh perempuan itu
sendiri. Guna menumbuh-kembangkan kemampuan
perempuan untuk memperjuangkan keadilan dan
kesetaraan gender itulah maka upaya peningkatan kualitas
hidup perempuan mutlak diperlukan, dan salah satu sisi
dari upaya peningkatan kualitas hidup perempuan itu
adalah meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan.

Program Pemerintah Kabupaten Siak Lewat Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan ANak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditumbuh
kembangkan dengan strategi peningkatan kualitas SDM
perempuan (wawasan, pengetahuan, keterampilan, hingga
etos kerja), penumbuhkembangan kegiatan ekonomi
produktif, peningkatan akses terhadap sumber daya
ekonomi (modal, teknologi, informasi, dan pasar),
memperkuat dan mengembangkan kelembagaan ekonomi
mikro, serta mengembangkan kemitraan usaha yang saling
menguntungkan.

Strategi tersebut diharapkan akan memungkinkan
berkembangnya potensi kaum perempuan dalam
melaksanakan kegiatan perekonomian secara mandiri
sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap kesetaraan
gender, peningkatan kesejahteran sosial-ekonomi kaum
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perempuan Indonesia, serta pada akhirnya kemakmuran
seluruh masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa Program
Program Pemerintah Kabupaten Siak Lewat Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana ditumbuh kembangkan
dengan strategi peningkatan kualitas SDM perempuan
(wawasan, pengetahuan, ketrampilan, hingga etos kerja),
penumbuhkembangan kegiatan ekonomi  produktif,
peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi (modal,
teknologi, informasi dan pasar), memperkuat dan
mengembangkan kelembagaan ekonomi mikro, serta
mengembangkan  kemitraan  usaha yang saling
menguntungkan.

Strategi tersebut diharapkan akan memungkinkan
berkembangnya potensi kaum perempuan dalam
melaksanakan kegiatan perekonomian secara mandiri
sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap keseteraan
gender sosialekonomi kaum perempuan Indonesia, serta
pada akhirnya kemakmuran seluruh  masyarakat
Indonesia.Untuk itu kami menghimbau agar Program
Pemerintah Kabupaten Siak Lewat Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan ANak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana dapat dilakukan dan
ditindaklanjuti  dari tingkat provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan dan desa/kelurahan.
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1. Akses Permodalan Melalui Lembaga Keuangan

Program Pengembangan Ekonomi Perempuan di
Kabupaten  Siak  harus  dititikberatkan  berbasis
pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang
bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan
ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan
akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk
dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.
Karakteristik ~ program  pada  kelompok  program
Pengembangan Ekonomi Perempuan di Kabupaten Siak
yang berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah

1. Memberikan bantuan modal atau pembiayaan

dalam skala mikro Kelompok program ini
merupakan pengembangan dari kelompok program
berbasis pemberdayaan masyarakat yang lebih
mandiri, dalam pengertian bahwa pemerintah
memberikan kemudahan kepada pengusaha mikro
dan kecil untuk mendapatkan kemudahan
tambahan modal melalui lembaga
keuangan/perbankan yang dijamin oleh Pemerintah.
2. Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada
pasar Memberikan akses yang luas dalam berusaha
serta melakukan penetrasi dan perluasan pasar, baik
untuk tingkat domestik maupun internasional,
terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh usaha
mikro dan kecil. Akses yang dimaksud dalam ciri ini
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tidak hanya ketersediaan dukungan dan saluran
untuk berusaha, akan tetapi juga kemudahan dalam
berusaha.

3. Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha
Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk
meningkatkan keterampilan dan manajemen
berusaha kepada pelaku-pelaku usaha kecil dan
mikro. Cakupan program kelompok program
berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil

Pendampingan dan peningkatan keterampilan dan

manajemen usaha. Penerima manfaat dari kelompok
program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil
adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan
usahanya pada skala mikro dan kecil. Penerima manfaat
pada kelompok program ini juga dapat ditujukan pada
masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau
terlibat dalam ekonomi.

2. Program Pemberdayaan Pelatihan Kewirausahaan

Bagi Perempuan di Kabupaten Siak

Proses proses pemberdayaan perempuan melalui
pelatihan kewirausahaan Berdasarkan deskripsi hasil
penelitian dan hasil fakta bahwa bahwa ada adanya
dampak dari hasil kegiatan pemberdayaan perempuan
melalui pelatihan kewirausahaan berbasis potensi alam
setempat terhadap pemberdayaan dalam melaksanakan
kegiatan pelatihan apabila dilaksanakan secara efektif
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maka pelaksanaan kegiatan akan berjalan semakin baik.
Pemberdayaan perempuan akan berpengaruh terhadap
keadaan sosial ekonomi dan partisipasi perempuan
terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan, dengan keadaan
sosial ekomoni yang rendah masyarakat cenderung
bersikap pasif dan menunnggu. Hal ini disebabkan karena
wawasan mereka yang terbatas.perlu adanya pembelajaran
bagi perempuan ,untuk meningkatkan pengetahuan
keterampilan dan sikap dalam menjalankan dan
memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada
dilingkungan setempat. Dengan itu partisipasi merupakan
katalisator untuk melaksanakan pemeliharaan selanjutnya
yang mendorong timbulnya tanggung jawab, sehingga
terjadi perpaduan berbagai keahlian pekerjaan yang
dilaksanakan.

Dampak dari pelaksanaan pemberdayaan dampaknya
adalah adanya peningkatan pendapatan dengan
memanfaatkan potensi yang ada di lingkuungan mereka
menjadi memiliki penghasilan serta para warga belajar
memiliki pengetahuan dan keterampilan baru yang
sebelumnya belum pernah mereka dapatkan dengan tujuan
untuk memperbaiki kualitas hidup dan meningkatkan taraf
kehidupannya.

Kelompok belajar yang memiliki  kecakapan
memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap kepercayan
diri yang meningkat, lebih terdidik serta mendapatkan
pengalaman baru, yang lebih utama warga belajar
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memperoleh pendapatan yang sebelumnya tidak memiliki
penghasilan untuk mencukupi kebutuhan seharihari,
namun hal ini dapat membantu perekonomian keluarga.
Selain itu sikap kemandirian, kreatif sesama warga belajar
ataupun dengan tutor.

3. Mempermudah Akses Pemberian Izin Pendirian
Usaha Kecil Menengah dalam Peremberdayaan
Ekonomi Perempuan
Dalam penerapan pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

Dalam Memberikan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah
di Kabupaten Siak penghambatnya anatara lain kebijakan
yang berorientasi kepada kepentingan rakyat masih kurang
dapat dipahami oleh masyarakat.

Di dalam proses Pembuatan izin masih banyak
masyarakat yang kurang memahami persyaratan yang
harus dilengkapi oleh para pengusaha, dan kurangnya
pemahaman masyarakat dalam memenuhi persyaratan
yang ada dan banyaknya jenis perizinan yang harus
dipenuhi sehingga pemerintah masih Terhambat dalam
menerbitkan izin-izin yang harus diterbitkan
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